
WALi KOTA SINGKAWANG 

PROVINS! KALIMANTAN BARAT 

PERATURAN WALi KOTA SINGKAWANG 

NOMOR 14 TAHUN 2023 

TENTANG 

PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH 

KOTA SINGKAWANG TAHUN 2023 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

WALIKOTA SINGKAWANG, 

ten tang 

Republik Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara 

Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 26 ayat (2) 

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem 

Perencanaan Pembangunan Nasional, perlu membentuk 

Peraturan Wali Kota tentang Perubahan Rencana Kerja 

Pemerintah Daerah Kota Singkawang Tahun 2023. 

1 .  Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik 

Indonesia Tahun 1945; 

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2001 tentang 

Pembentukan Kota Singkawang (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 92, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4 1 1 9 ) ;  

3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem 

Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421 ) ;  

4 .  Undang-Undang Nomor 1 7 Tahun 2007 tentang Rencana 

Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005- 

2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 

Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 4700); 

5 . Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 

Mengingat 

Menimbang 

Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran 



Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana 

telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang 

Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan 

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 

Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 

4 1 ,  Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 6856); 

6. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang 

Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana 

telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang 

Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan 

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 

Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 

4 1 ,  Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 6856); 

7. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang 

Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan 

Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 

2 1 ,  Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 4817 ) ;  

8 .  Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang 

Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833) 

sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah 

Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan 

Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata 

Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 201 7 Nomor 77, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 6042); 



9. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang 

Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah 

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 

Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 6323); 

10 .  Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang 

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 

Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahunm 2020 Nomor 10); 

1 1 .  Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 201 7 

tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan 

Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi 

Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana 

Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana 

Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara 

Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang 

Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah 

Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita 

Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312 ) ;  

12 .  Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 

tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah 

Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi 

Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Berita Negara 

Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 288); 

13 .  Peraturan Gubernur Kalimantan Barat Nomor 9 Tahun 

2023 tentang Rencana Pembangunan Daerah Provinsi 

Kalimantan Barat Tahun 2024-2026 (Berita Daerah 

Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2023 Nomor 9) ; 

14.  Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Rencana 

Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Singkawang 

Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kota Singkawang 

Tahun 2010 Nomor 6); 

15.  Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2012 tentang 

Pembentukan Badan Penanggulangan Bencana Daerah 

Kota Singkawang (Lembaran Daerah Kota Singkawang 

Tahun 2012 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kota 

Singkawang Nomor 30); 



16. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2016 tentang 

Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran 

Daerah Kota Singkawang Tahun 2016 Nomor 4, 

Tambahan Lembaran Daerah Kota Singkawang Nomor 51 ) ,  

sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah 

Nomor 5 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan 

Daerah Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan 

Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota 

Singkawang Tahun 2022 Nomor 5, Tambahan Lembaran 

Daerah Kota Singkawang Nomor 82); 

1 7. Peraturan Daerah Kota Singkawang Nomor 1 Tahun 2022 

tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Singkawang 

Tahun 2022-2024 (Lembaran Daerah Kota Singkawang 

Tahun 2022 Nomor 1 ,  Tambahan Lembaran Daerah Kota 

Singkawang Nomor 82); 

MEMUTUSKAN : 

Menetapkan PERATURAN WALi KOTA TENTANG PERUBAHAN RENCANA 

KERJA PEMERINTAH DAERAH KOTA SINGKAWANG TAHUN 

2023 . 

BABI 

KETENTUAN UMUM 

Pasal 1 

Dalam Peraturan Wali Kota ini yang dimaksud dengan : 

1 .  Daerah adalah Kota Singkawang. 

2 .  Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh 

Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas 

otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya 

dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia 

sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik 

Indonesia Tahun 1945 .  

3 . Pemerintah Daerah adalah Wali Kota sebagai unsur penyelenggara 

Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan 

yang menjadi kewenangan Kota Singakawang. 

4 .  Wali Kota adalah Wali Kota Singkawang. 



5. Dewan Perwakilan Rakyat yang selanjutnya disingkat DPRD adalah 

Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah yang berkedudukan sebagai unsur 

penyelenggaraan Pemerintah Daerah. 

6. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah yang selanjutnya disingkat 

BAPPEDA adalah Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota 

Singkawang. 

7. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Wali Kota dan Dewan 

Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintah 

yang menjadi kewenangan Daerah. 

8. Rencana Pembangunan Tahunan Daerah yang selanjutnya disebut 

Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD adalah 

dokumen perencanaan Daerah untuk periode 1 (satu) tahun. 

9. Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Renja Perangkat 

Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 

(satu) tahun. 

10. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya 

disingkat RPJMD adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 5 

(Hrna) tahun terhitung sejak dilantik sampai dengan berakhir masajabatan 

Kepala Daerah. 

11 .Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah selanjutnya disingkat APBD 

adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan 

Peraturan Daerah. 

BAB II 

PERUBAHAN RKPD 

Pasal 2 

(1 )  Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Singkawang Tahun 

2023 sebagai dokumen perencanaan pembangunan tahunan daerah 

memuat Isu strategis dan Prioritas Pembangunan Daerah, Kerangka 

Ekonomi dan Anggaran Pembangunan Daerah yang akan dilaksanakan 

langsung oleh Pemerintah Daerah maupun yang ditempuh dengan 

mendorong partisipasi masyarakat. 

(2) Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Singkawang Tahun 

2023 sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1 )  menjadi: 

a. pedoman bagi Perangkat Daerah dalam menyempurnakan rancangan 

Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2023; dan 

/ 



b. pedoman bagi Pemerintah Daerah dalam menyusun Rancangan 

Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 

2023. 

Pasal 3 

( 1 )  Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Singkawang Tahun 

2023 disusun dengan sistematika sebagai berikut : 

BAB I PENDAHULUAN 

BAB II 

BAB III 

BAB IV 

BABV 

BAB VI 

BAB 

VII 

GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH 

GAMBARAN KERANGKA EKONOMI DAERAH DAN KEUANGAN 

DAE RAH 

SASARAN DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH 

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DAERAH 

KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH 

PENUTUP 

(2) Isi beserta uraian Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota 

Singkawang Tahun 2023 sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1 ) ,  tercantum 

dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari 

Peraturan W ali Kota ini. 

Pasal 4 

Dalam rangka penyusunan Rancangan Perubahan Anggaran Pendapatan dan 

Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023: 

a. Pemerintah menggunakan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah 

Kota Singkawang Tahun 2023 sebagai bahan pembahasan Kebijakan 

Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Prioritas dan Plafon 

Anggaran Sementara Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dengan 

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah; dan 

b. Perangkat Daerah menggunakan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah 

Daerah Kota Singkawang Tahun 2023 dalam melakukan pembahasan 

Perubahan Rencana Kerja dan Anggaran Perangkat Daerah dengan Tim 

Anggaran Pemerintah Daerah. 

BAB III 

EVALUASI HASIL RKPD 

Pasal 5 

(1 )  Tujuan evaluasi hasil Perubahan RKPD yaitu untuk memastikan dan 

menilai bahwa target program dan kegiatan prioritas Daerah dalam 

Perubahan RKPD dapat tercapai dalam rangka mewujudkan sasaran 



pembangunan jangka menengah Daerah dan pencapaian prioritas dan 

sasaran pembangunan tahunan nasional. 

(2) Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Singkawang 

melaksanakan pengendalian dan evaluasi pelaksanaan Perubahan 

Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Singkawang Tahun 2023. 

(3) Pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1 ) ,  dilakukan 

melalui pemantauan dan supervisi pelaksanaan Perubahan Rencana 

Kerja Pemerintah Daerah Kota Singkawang Tahun 2023. 

(4) Evaluasi hasil RKPD dan Perubahan RKPD dilaksanakan setiap triwulan 

oleh Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dengan 

menggunakan hasil evaluasi Renja Perangkat Daerah 

(5) Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Singkawang 

melaporkan hasil evaluasi pelaksanaan Rencana Kerja Pemerintah 

Daerah Kota Singkawang Tahun 2023 dan Perubahan Rencana Kerja 

Pemerintah Daerah Kota Singkawang Tahun 2023 kepada Wali Kota. 

(6) Dalam hal evaluasi dari hasil pemantauan dan supervisi ditemukan 

adanya ketidaksesuaian/penyimpangan atas pelaksanaan RKPD pada 

triwulan I dan triwulan II, Wali Kota menyampaikan rekomendasi dan 

langkah penyempumaan RKPD untuk ditindaklanjuti oleh Kepala Badan 

Perencanaan Pembangunan Daerah dengan melakukan perubahan RKPD. 

BAB IV 

PELAKSANAAN 

Pasal 6 

Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Singkawang Tahun 

Anggaran 2023 adalah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah untuk 

periode lanjutan dari Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Singkawang 

Tahun 2023 yang dimulai sejak ditetapkannya peraturan tersebut dan 

berakhir pada tanggal 3 1  Desember 2023. 

BABV 

PERUBAHAN 

Pasal 7 

Perubahan RKPD Tahun 2023 sebagaimana dimaksud dalam dalam pasal 3 

dapat diubah apabila : 

a. Berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaannya dalam tahun berjalan 

menunjukkan adanya ketidaksesuaian dengan perkembangan keadaan, 

meliputi: 



1) Perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi prioritas 

pembangunan Daerah, kerangka ekonomi Daerah dan keuangan 

Daerah, rencana program dan kegiatan RKPD berkenaan; dan/ atau 

2) Keadaan yang menyebabkan saldo anggaran lebih tahun anggaran 

sebelumnya harus digunakan untuk tahun berjalan. 

b. Terjadi kebijakan nasional, keadaan darurat, keadaan luar biasa dan 

perintah dari peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi setelah 

RPJMD ditetapkan, perubahan RKPD dapat dilakukan tanpa melalui 

tahapan evaluasi. 

BAB VI 

KETENTUAN PENUTUP 

Pasal 8 

Peraturan Wali Kata ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan 

Wali Kata ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kata Singkawang. 

Ditetapkan di Singkawang 

pada tanggal 25 Juli 2023 

Pj. WALi KOTA SINGKAWANG, 

ttd 

SUMASTRO 

Diundangkan di Singkawang 

pada tanggal 25 Juli 2023 

Pj. SEKRETARIS DAERAH KOTA SINGKAWANG, 

ttd 

AULIA CANDRA 

BERITA DAERAH KOTA SINGKAWANG TAHUN 2023 NOMOR 14 

Salinan sesuai dengan aslinya 

KEPALA BAGIAN HUKUM, 

NIP 197 40716 200502 1 001 


